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Tiga Pamdal

-

DPR Dipecat Saat Hamil

Setjen DPR & BURT
Perlu Turum Tanmngan

DISKRIMINNASITI terbhbadap
kKaum perempuan kembali
terjadi. Kali ini menimpa
tiga perempuan petugas Pe-
ngarmanan IDalam (Pamdal)
IDPR yvang dipecat tanpa pesan-—
sgon saat mereka sedang hamil.
Padahal. Undang Undang INo 13
2003 tentang Ketenagakerjaan
melarang perusahaan memecat
pekerjanya yang sedang hamil.,
melahirkan dan menyusui.

Ketua ummum Gabungan Se—
rikat Buruh Independen (GSBI)
Rudi HB Daman, mengang-—
kapkan pada 15 Januari lalu,
tiga orang Pamdal perempuiar
yang bertugas di IDPR dipecat
tanpa diberi pesangon karena
kehbhamilan mereka. Mereka
adalah Ratna Hayu, Dewi Iriani,
dan Romdatun, ketiganya fte—
lah bekerijia antara -8 tahun.
Surat Pemutusan Hubungan
Kerja mereka ditandatangani
oleh Direktur Administrasi dax
Keuangan P Kartika Cipta
Indonesia (KCI) selaku peru-
sahaan OUuSOoOUrcing yang Mmernmn—
perkeljakan mereka.

CFKasus ini mc_,nun_)ukkan be-—
tapa dalamnya diskriminasi di
ITndonesia, terutama diskrimnm¥®-
nasi terhadap perempuan yang
tidak pernah berujung. DvMasilh
banyvaknya praktik penindasan
dan perampasan atas hak-hak
uruh terutarma hak buruh pe-
rempuan dan lemmahnya peranan
negara dalam melakukan pen-
savwasan dan pencegakkan atas
aturan perundang-undangan
yang berlaku.’”” kata Rudi pada
Rk yversr Merdeker, Ketmarin.,

IDia sangat kecevwa kejadian
seperti ini sampai terjadi di
Gedung DPR. tempat yang
seharusnya identik dengan ke
pratuhan dan ketaatan terhadap
aturan . perundang-undangan.
“Ini menunjukkan bahwa pe-
merintahan Jokowi-JIK dan

IDOPR adalah rezim dan lemba—-.
ga yang anti buruh yang me—

Tanggengkan praktik sistem
kerja kontrak dan outsourcing

yang jelas-jelas merugrkan
kaum buruh,;” kecamnya.

Rudi menerangkan. dalam
kKasus PHK tiga Pamdal pererm-—
puan terjadi banyak pelang-—
saran atas undang-undang. ““IDi
dalam Undang Undang Ke-
tenagakerjaan di disebutkan
perusahaan tidak bolehh mem-
PHIK pekerja perermpuan yamng
sedang hamil, melahirkan, su-
=ur kand'l_mgan atau menyusui.
Demikian juga pekerja yang
menikah., sedang menjalankan
ibadah yang diperintahkamn
aggamanya.” ujar dia.

Jadi tindakan PHK terhadap
tiga Pamdal perempuan IDPR
yang sedang hamil dan tanpa
pesangon adalah jelas tidak sah
dan merupakan pelanggaran
hukurm dan juga hak asasi ma-—
nusia. “IDalam kasus ini juga
telah terjadi pemiskinan bagi
buruh karena upah buruh diba-
yvar tidak berbasis kelavakan
hidup. lihat saja merceka sudah
bekerja 6-8 tabhbun tapi hanya

Sdivnpah sebesar upah minirmurn

Rp 2.4<41 _000.- padahal upah
minimum adalah upah bagi
buruh yang masa kerjanya O - 1
tahun.” katanya.

Sementara itu bekas anggota
IDPR, Poempida Hidayatulloh .,
berharap agar pimpinan Setjen
IDPPR dan BURT membantu
ketiga pekerja tersebut. “"DPR
ini kan tempat memperjuangs—
kKan nasib rakyat. Sebelumn
memperjuangkan yvang lain, ini
yang di depan mata kitan ini
yang harus IDPR pikirkan dan
carikan scolusi®’, ujarnya.

Bekas anggota Komisi IX
DPR ini - menyatakan didalam
U Ketenagakerjaan disebut-
kan bahvwa perusahaan tidak
bisa mem-PHK karvawatinva

yang sedang hamil.

Sebelummnya Sek_]en DPR

WVWinantuningtyastuti, Imen-

satakan kasus ketiga pamdal

itu bukan tanggung jawab
kesekjenan., karena merupakan
karyavwan outsourcing. moOsSP
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